NOMOR : 1

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHON"2605 SERI : I(D

NOMOR 1 TAHUN 2005 %

X

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TENTANG %
TAHUN ANGGARAN 2005 \Z\g

bahwa sesuai dengan arah kebija ;um APBD serta strategi dan
prioritas APBD, yang telah '&@ I bersama antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandun menyusun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahu an 2005;
bahwa berdasarkan gan tersebut di atas perlu menetapkan
Anggaran Pendapatan elanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2005 dé % eraturan Daerah;

or 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun

Kabupaten De
1950); §
ang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

n (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
aran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
ang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI BANDUNG

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

¥%§994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 20
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pen@a}
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran ara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No 400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susuha encanaan
pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun Nomor 53,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); \2\

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 te merintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nom = Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Ta 004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah at ‘dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Ta embaran negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah r 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lemb.
Lembaran Negara
Peraturan Pem
Tahun 2001

ara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
4021) sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan, Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Per%ungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
r 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

n Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
h (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 204. Tambahan
baran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nombr 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, Pengurusan
dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang %6
Tata Cara Pernbentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Q
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 SeQ

D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomeor,7 %e

ng
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahu
tentang Transparansi dan  Partisipasi dalam
Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran a
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

4

ah Kabupaten

Dengan Persetujuan Bers

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE BUPATEN BANDUNG

Menetapkan

Dalam Peraturan D

dan
BUPATI

G

PERATURAN D BUPATIEN BANDUNG TENTANG
ANGGARAN ATAN DAN BELANJA  DAERAH TAHUN

ANGGA%

Pasal 1

@ yang dimaksud dengan:

3. aerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

n Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
akilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun
Anggaran tertentu;

7. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam Tahun Anggaran

tertentu;
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